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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini, perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena 

kedudukannya yang lemah. Korban tersebut mencakup anak-anak gadis, 

perempuan dewasa yang termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang 

peka terhadap ancaman kekerasan baik dari dalam maupun dari luar 

keluarganya. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena 

ikatan-ikatan keluargaan, nila-nilai sosial tertentu, nama baik keluarga maupun 

dirinya atau korban merasa khawatir apabila si pelaku melakukan balas 

dendam1. Pelaku kejahatan demikian melakuan tindakan seenaknya seperti 

penganiayaan, pebudakan dan perampasan hak asasinya, yang semua tindakan 

ini adalah termasuk kejahatan atau viktimisasi criminal.2  

 Berdasarkan lansiran Catatan Tahunan (selanjutnya disebut CATAHU) 

Komisi Nasional Perempuan. diketahui bahwa tahun 2017 dilaporkan ada 

259.000 tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di seluruh 

Indonesia. Jenisnya paling banyak adalah kejahatan pemerkosaan di ranah 

personal. Data CATAHU, menyebut kasus pemerkosaan menepati posisi 

tertinggi sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. 

Ditambah, kedudukan korban pemerkosaan didalam peradilan turut menambah 

penderitaannya. Korban pemerkosaaan harus menjadi saksi di dalam peradilan 

turut menambah penderitaannya. Korban pemerkosaan harus menjadi saksi 

sekaligus korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian 

pemerkosaan yang dialaminya. Oleh karenanya, korban pemerkosaan 

memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya memperoleh keadilan dan 

pemulihan dari segala penderitaannya.3 Dilihat dari segi tipologi korban 

pemerkosaan maka wanita dapat menjadi korban pemerkosaan karena hal 

unrelated victirms, maksudnya perempuan yang menjadi korban pemerkosaan 

yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pelaku 

                                                 
1Sagung Putri M.E Purwani, Victimisasi Kriminal terhadap Perempuan, Jurnal 

Kertha Patrika  Vol. 33  No. 1,  Januari, 2008, hal. 3. 
2Firqotun Naziah, Analisis Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban 

Pemerkosaan, Lex Scientia Law Review, Volume 1 No. 1, November, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang, 2017 hal. 105-112. 
3Dilansir dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 

2017, Jakarta, 7 Maret 2017, akses melalui: 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%

20Fakta%20Catahu%202017.pdf, pada 27 September 2018, pukul. 20.00 WIB 
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kejahatan. Pada tipe yang demikian ini niat melakukan pemerkosaan benar-

benar berasal dari sipelaku, oleh karena itu tanggungjawab sepenuhnya terletak 

pada si pelaku kejahatan.4 Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak 

kekerasan khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrument hukum 

nasional. Subtansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan 

dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (selanjutnya disebut 

KUHP). 

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang terkait secara langsung dan 

dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan fisik yaitu, Pasal 351 

sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam 

Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan 

ini sebagian bersifat umum. Selain KUHP yang memberikan perlindungan 

hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 

34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia menyatakan “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat berhak atas  perlindungan fisik dan mental dari 

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun” jo. Pasal 5 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan :  

Seorang Saksi dan Korban berhak : 

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

c. memberikan pernyataan tanpa tekanan; 

d. mendapat penerjemah; 

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. identitas dirahasiakan; 

j. mendapat kediaman sementara; 

k. mendapat identitas baru; 

l. mendapatkan tempat kediaman baru; 

                                                 
4Sumiyanto, Kecenderungan Wanita Menjadi Korban Tindak Pidana Terhadap 

Kesusilaan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Oktober, 1991, hal. 484 
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m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 

n. mendapat nasihat hukum; 

o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir; dan/atau, 

p. mendapat pendampingan. 

Kendati demikian, fakta di lapangan bagi perempuan sebagai korban tindak 

pidana kekerasan seksual (perkosaan) masih belum menunjukkan adanya proses 

yang berkeadilan. Dimana, masalah laporan merupakan suatu hal yang sulit 

dilakukan oleh korban kerena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang 

terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam 

keluarganya akan diketahui oleh masyarakat.5 Di sisi lain aparat penegak hukum 

tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada laporan dari 

pihak korban.6 Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban 

belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada 

pelaku dalam ranah pengadilan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. 

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila 

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai 

dengan Pasal 183 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana, (selanjutnya disebut 

KUHAP). Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam 

mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta 

alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Mengacu 

pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Putusan pengadilan selain 

harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan dari sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili”. Apapun pertimbangan mengenai hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 

197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d menyatakan “pertimbangan yang 

disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian 

yang diperoleh dari permeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan 

kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f menyatakan “Pasal peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan 

                                                 
5Octorina Ulina Sari, Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut 

Pandandang Viktimologi, Jurnal Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2), 

2014,hal. 7.  
6Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan 

Dalam Peradilan Pidana, Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012.  
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peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 

keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. 

 Berdasarkan kasus perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan 

seksual pada Putusan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM perlu dikaji sebab putusan 

Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan dan belum memberikan 

perlindungan kepada korban dalam pelaksanaan praktik peradilan pidana, 

khususnya untuk kasus kekerasan seksual bagi kepentingan korban. Kasus ini 

tertanggal tanggal 22 Agustus 2017 kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Banjarmasin menjatuhkan putusan bebas kepada 7 orang pelaku pemerkosaan 

terhadap S (3 dan 4 orang pelaku dalam berkas terpisah). Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut yang diketuai oleh Sutradi Yahya 

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN 

Mrh. Yang sebelumnya menghukum ketujuh pelaku dengan masing-masing 7 

tahun penjara karena terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan 

pemerkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan Pasal 285 jo Pasal 

55 ayat (1) ke -1 Pasal 64 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

berpendapat bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap S 

yang dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu Juli sampai dengan 

September 2016. Namun hal yang berbeda kemudian diputuskan pada putusan 

tingkat banding, Majelis Hakim PT Banjarmasin membebaskan Ketujuh pelaku 

dengan beberapa pertimbangan. 

Sejalan dengan putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan 

cenderung memojokkan korban. Pertama, pertimbangan-pertimbangan Majelis 

Hakim yang diberikan hanya berfokus pada sikap korban. Hampir keseluruhan 

pertimbangan yang diberikan hanya berfokus pada keadaan-keadaan dan sikap-

sikap yang dilakukan oleh korban yang bahkan tidak relevan bagi pembuktian. 

Mulai dari pertimbangan tentang kejadian pemerkosaan yang terjadi di rumah 

korban, dan korban sendiri yang membukakan pintu, sampai dengan pernyataan 

majelis hakim yang tidak segan-segan menyebutkan bahwa korban sendiri 

membuka celananya sendiri dan kemudian terlentang. Kedua, pertimbangan 

Majelis Hakim berdalih bahwa unsur kekerasan dan ancaman kekerasan tidak 

terbukti. Hakim juga tidak segan menyatakan bahwa keterangan korban tidak 

dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku dinilai tidak mungkin dapat 

melakukan hal-hal yang dijelaskan korban. Bahkan Hakim juga secara terus 

terang menyatakan bahwa korban menghendaki adanya perkosaan tersebut 

dengan memberikan pertimbangan. Hal yang lebih memprihatinkan ditujuhkan 

dengan pertimbangan hakim yang tidak mempercayai keterangan korban dengan 

memberikan pertimbangan bahwa seharusnya korban mengalami keguguran 
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akibat pemerkosaan yang dialaminya. Hakim juga secara terang-terangan 

menyalahkan korban yang tidak sedari awal melaporkan pemerkosaan yang 

dialaminya. 

 Putusan ini jelas menjadi sebuah bukti nyata minimnya jaminan 

perlindungan korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dalam 

peradilan pidana Indonesia, aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis 

hakim yang seharusnya menjadi tumpuan bagi pencari keadilan ternyata tidak 

segan-segan untuk menyalakan korban, memojokkan korban bahkan 

mempermalukan korban. Majelis Hakim dalam perkara tersebut bahkan secara 

terang-terangan mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan 

depresi yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 

441/11322IPF.2/RS.AS, padahal surat keterangan pemeriksaan kejiwaan 

tersebut masuk dalam kategori alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) 

jo Pasal 187 huruf c KUHAP, dan hakim seharusnya menggali kesesuaian surat 

keterangan trauma tersebut dengan keterangan yang dinyatakan oleh korban, 

bukan justru menghubungkan hal-hal yang tidak relevan bagi pembuktian. 

 Putusan perkara tersebut perlu dikaji dan menjadi momentum untuk 

mengoptimalkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 

tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum. 

Sebagaimana Pasal 5 jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur 

mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh hakim dan hal-hal yang 

dilarang bagi hakim dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan 

hukum, termasuk larangan hakim menunjukan sikap atau mengeluarkan 

pernyataan yang merendakan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan 

yang berhadapan dengan hukum, termasuk didalamnya korban kekerasan 

seksual. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana analisa putusan Pengadilan Nomor 42/Pid/2017/ PT BJM 

terhadap Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak 

pidana kekerasan seksual terhadap putusan pengadilan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui analisa putusan Pengadilan Nomor 42/Pid/2017/PT BJM 

terhadap Pasal 184 ayat (1) jo 187 huruf c KUHAP. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban 

tindak pidana kekerasan seksual. 

 

1.4 Manfaat Penelitihan 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara 

praktis sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu 

memperkaya pemahaman ilmu hukum acara pidana, terutama terkait dengan 

proses pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap 

perempuan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dalam 

memahami dasar hukum dan proses pembuktian dan pertimbangan Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap perempuan dan diharapkan dapat dijadikan 

masukan atau bahan kajian bagi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 

mengevaluasi dan mengakaji, khususnya terkait proses pembuktian dan 

pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus 

perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. 

Yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan 

hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan 

norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.7 Disamping 

yuridis normatif berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam 

masyarakat, dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai 

peraturan atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Oleh karena itu maka 

bentuk hasil penelitian akan bersifat deskriptif dimana penelitian bertujuan 

untuk menganalisis tentang dasar hukum dan proses pembuktian dan 

pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus 

                                                 
7Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 20. 
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perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan 

Nomor 42/PID/2017/PT BJM, serta apakah telah sesuai dengan Pasal 184 ayat 

(1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. 

1.5.2 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan 

penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan 

penelitian.8 Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai 

dasar awal melakukan analisis sebagai titik fokus dari penelitian normatif.9 

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan proses pembuktian dan 

pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus 

perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. 

2. Pendekatan konsep (conceptual approach) 

Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan dengan mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti serta peneliti membuat 

argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang 

diajukan.10 Dengan menggunakan pandangan dan doktrin dalam hukum 

pidana khususnya tentang dasar hukum dan proses pembuktian dan 

pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus 

perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Kajian dalam 

penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti 

dengan menggunakan argumentasi hukum yang ada. 

3. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan Kasus (case approach) adalah pendekatan yang hendak 

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang 

terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus 

atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan 

dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang 

                                                 
8Ibid, hal. 15. 

 9Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 184. 
10Ibid, hal.187. 
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telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal 

pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim 

untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai 

argumentasi dalam memecahkan isu  hukum yang dihadapi.11 

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum  

Bahan hukum merupakan bahan kajian yang berasal dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. Berikut adalah bahan hukum penelitian ini : 

1. Bahan hukum primer (primary sources) 

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, dalam penelitian normatif bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum utama.12 Bahan hukum dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

c. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana; 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, 

dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia; 

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum; 

g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

mengenai Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap 

Wanita; 

h. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

i. Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM. 

2. Bahan hukum sekunder (secondary sources) 

                                                 
11Ibid.  
12Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, 

hal.86. 
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Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel 

ilmiah, jurnal, tesis yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan 

masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yakni dasar hukum dan 

proses pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.  

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berdasar 

studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dalam 

penelitan ini dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan bahan hukum, 

teori, dan referensi lainnya dari literatur yang ada.13 Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta. 

Selain itu, landasan teori digunakan untukmemberikan gambaran umum 

tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Proses 

penelitian dimulai dengan menyusun asumsidasar dan aturan berpikir yang 

akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut 

selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan 

data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.14 

1.5.5  Teknik Analisis Bahan Hukum  

Teknik analisis hukum dilakukan dengan menarik kesimpulan dari 

penelitian yang sudah terkumpul, berdasar metode analisis yuridis-kualitatif. 

Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada 

tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada 

sebagai hukum positif.15 Adapun teknik analisis yang dilakukan, yakni : 

1. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain 

tidak boleh saling bertentangan.  

2. Memperhatikan hiraki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan 

yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undngan yang lebih tinggi kedudukannya. 

3. Kepastian hukum, artinya apakah undang-undang sudah benar-benar 

dilaksanakan oleh penegak hukum. Setelah dianalisis, kemudian diambil 

kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.16 

 

                                                 
13Ibid., hal.70. 
14Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hal. 29.  
15Ibid.  
16M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2007, hal.101 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis 

menyusun urutan prioritas pembahasan bab demi bab, sehingga membentuk 

suatu gambaran penulisan yang sistematis. Adapun urutan-urutan pembahasan 

dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Bab ini adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitihan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang 

menjelaskan kalimat yang terdapat pada judul dalam judul 

skripsi yang meliputi : pengertian analisis yuridis, 

pengertian pidana, pengertian tindak pidana, jenis-jenis 

perbuatan pidana, pengertian perempuan, korban tindak 

pidana, pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara,kekerasan seksual. Meliputi  istilah yang terdapat 

pada judul, diberikan pengertian.  

Bab III Dalam bab ini diuraikan tentang analisis dan pembahasan 

berdasarkan rumusan masalah yang menjelaskan tentang 

analisa putusan pengadilan 42/Pid/2017/Pt Bjm terhadap 

Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan 

perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap putusan 

pengadilan. 

Bab IV Dalam penutup merupakan bab terakhir dari penulisan 

skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 


